KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang

a. bahwa dengan adanya penambahan pegawai Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, maka perlu
ditetapkan perubahan atas susunan keanggotaan
Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan = Umum  Republik Indonesia  Nomor
561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Nomor 170 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kudus;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

S. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
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10.

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1160);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 542 /HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Mernetapkan

KESATU

KEDUA

11.Keputusan = Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 561/HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR
170 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS.

Menetapkan perubahan personel Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 170 Tahun
2023 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 382
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 170
Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan
tugas Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kudus.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
/dan Hukom
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 170 TAHUN
2023 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
1. | Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I Ketua KPU Kabupaten Kudus Pembina
2. | Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I.,
Anggota KPU Kabupaten Kudus Pembina
M.Pd
3. | Miftahurrohmah, S.Pd.,
Anggota KPU Kabupaten Kudus Pembina.
M.Sc
4. | Muhamad Mawahib, S.Pd.I | Anggota KPU Kabupaten Kudus Pembina
5. | Sunardi, S.Pd Anggota KPU Kabupaten Kudus Pembina
) ) Sekretaris KPU Kabupaten
6. | Da’faf Ali, S.Sos., M.Si Ketua
Kudus
) Kasubbag Partisipasi,
Heddy Ardhani Araminta Ketua
7. Hubungan Masyarakat, dan
Putri, S.E Pelaksana
Sumber Daya Manusia
Kasubbag Teknis
) Ketua
8. | Ayhu Ngabekti, S.E Penyelenggaraan Pemilu dan
Pelaksana
Hukum
. Kasubbag Perencanaan, Data Ketua
9. | Andika Teguh Prasetyo, S.IP .
dan Informasi Pelaksana
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dan Logistik

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
10. | Arika Yustafida Nafisa, Kasubbag Keuangan, Umum Ketua
S.AB., M.A dan Logistik Pelaksana
Staf Subbag Partisipasi,
11. | Aris Kurniawan, S.T., M.M Hubungan Masyarakat, dan Anggota
Sumber Daya Manusia
12. | Anisa Safitri, S.H Staf Subbag Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, dan Anggota
Sumber Daya Manusia
Staf Subbag Partisipasi,
13. | Ali Siswanto, S.H Hubungan Masyarakat, dan Anggota
Sumber Daya Manusia
14. _ .| Staf Subbag Partisipasi,
Muhammad Firdaus Asrori,
Hubungan Masyarakat, dan Anggota
S.Kom
Sumber Daya Manusia
Staf Subbag Teknis
15. | Muhammad Sukma Jati Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota
Hukum
Staf Subbag Perencanaan,
16. | Edo Firmansyah, S.T Anggota
Data, dan Informasi
) Staf Subbag Keuangan, Umum
17. | Fanny Widyanto, S.Pd Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

~Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu tid.

KABUPATEN KUDUS,

AHMAD AMIR FAISOL
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